PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pejanggik Nomor 12 Mataram Telepon (0370) 625274
Website : biroap.ntbprov.go.id Email : biro.ap@ntbprov.go.id

BERITA ACARA TENDER GAGAL
NOMOR : 045.2.P2/50.6/UKPBJINTB/2020

Nama Pekerjaan : Paket9:Pal IV - Lenangguar, Lenangguar - Lunyuk, Lenangguar - Batu
Rotok

Lokasi Pekerjaan :  Kab. Sumbawa

Satuan Kerja . Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat

PPK :  PPK Pembangunan /Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Wilayah Sumbawa 2

Kelompok Kerja . Pokja Konstruksi Tim 48 UKPBJ Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sumber Dana . APBD Provinsi NTB

Tahun Anggaran : 2020-2022

Harga Perkiraan Sendiri : Rp. 99.039.775.036,36,-

Jangka waktu : 510 hari kalender

Pelaksanaan

Metode Pemilihan . Tender dengan Pascakualifikasi

Metode Penyampaian : 2 (dua) file

Metode Evaluasi . Sistem Nilai

Pada hari ini Jumat Tanggal Tiga Belas Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda
tangan di bawabh ini, Kelompok Kerja Konstruksi Tim 48 UKPBJ Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan
tender tersebut diatas gagal karena tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran. Tindak lanjut dari
tender gagal adalah akan dilakukan tender ulang.

Adapun hasil evaluasi sebagaimana terlampir, dan merupakan satu kesatuan dengan berita acara ini
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI NTB

POKJA KONSTRUKSI TIM 48

Ttd



LAMPIRAN BERITA ACARA TENDER GAGAL :
NOMOR : 045.2.P2/50.6/UKPBJNTB/2020

HASIL EVALUASI ADMINISTRASI :

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta

PT. METRO LESTARI UTAMA

PT. TURELOTO BATTU INDAH

Duhasikan okeh server pada: 12 Movemiber 2020 08-10 - LPSE Prowinsi Nusa Tenggara Barat

Lulus

Tidak
Lulus

Tidak

Lulus

Uraian

Dinyatakan gugur administrasi karena
tidak menyampaikan daftar peralatan
utama melalui fasilitas Apendo sehingga
tidak memenuhi ketentuan yang
ditetapkan dalam dokumen pemilihan IKP
point 17.1 dan 29.6

Dinyatakan gugur administrasi karena

tidak menyampalkan Surat Perjanjian
Kerja Sama Operasi (KSO) melalui
fasilitas Apendo sehingga tidak
memenuhi ketentuan yang ditetapkan
dalam dokumnen pemilihan [KP point 25.3
dan 29.6




